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Abstract 
 
This article contains a proposal to understand violence mainly the one practiced by the state to-
wards the Chinese communities in Indonesia. This perspective looks at the interweaving of the 
practices of violence between discrimination based on one’s identity and ideology with the seizure 
and denial of rights to land and properties. These practices of violence which caused the exclusion 
of Indonesian citizens of Chinese descents in Indonesia were conducted through law and regula-
tions, through the expression of power through brute force, and through continuous questioning 
the legitimation of their citizenship status, all were used to legitimate their discrimination which 
later made such discrimination socially and politically acceptable. This series of interconnected 
discrimination can be traced back all the way to colonial era, independence era, post-1965 which 
gave rise to Soeharto to power, even until today. Specifically, this article elaborates on the seizure 
of properties owned by Chinese communities in post-1965 and the ownership and control of these 
properties in various areas in Indonesia until today. 
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Abstrak 
 
Artikel ini berisi tentang tawaran untuk memahami praktik kekerasan utamanya yang  dilakukan 
oleh negara terhadap masyarakat Tionghoa di Indonesia. Perspektif ini memandang saling berkait-
nya praktik kekerasan antara diskriminasi berbasis identitas, ideologi, dengan perampasan dan 
pengingkaran hak atas tanah atau properti. Praktik kekerasan yang memberi dampak pada eksklusi 
warga Tionghoa dalam rumah besar Indonesia ini berlangsung melalui hukum dan kebijakan 
(regulation), ekspresi kekuasaan dalam bentuk kekerasan fisik (force), hingga mempertanyakan 
terus menerus identitas keaslian atau kewarganegaraan mereka sebagai basis pengabsahan 
(legitimation) diskriminasi, sehingga secara politik dan sosial dapat diterima. Serangkaian diskrimi-
nasi yang saling berkait tersebut dapat dilacak sejak masa kolonial, pasca kemerdekaan, pasca 1965 
hingga naiknya rezim kekuasaan Soeharto, bahkan sampai saat ini. Secara khusus artikel ini men-
dalami perampasan properti masyarakat Tionghoa pasca 1965 serta penguasaan dan penggunaann-
ya di beberapa daerah di Indonesia hingga saat ini.  
 
Kata Kunci: kewarganegaraan, Tionghoa, perampasan properti, pasca 1965   
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PENDAHULUAN 
Kewarganegaraan nasional secara formal sering dikaitkan dengan praktik aktual 
pemerintah dalam menginstrumentalisasi identitas untuk membedakan antara berbagai 
kelompok orang dengan hak atas tanahnya (Lund, 2011: 889). Tindakan pengabaian dan 
pengingkaran negara terhadap kewargaan sekelompok orang memiliki hubungan timbal 
balik dengan penafian dan perampasan hak atas tanah dan ruang hidupnya. Mereka yang 
mendapat perlakuan diskriminatif tersebut pada gilirannya menanggung perilaku yang tid-
ak adil secara berlipat (multiple injustice) dimulai dari pengasingan identitas mereka. 
Artikel ini berisi tentang tawaran untuk memahami praktik kekerasan utamanya 
yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia. Satu per-
spektif yang memandang saling berkaitnya praktik kekerasan antara diskriminasi berbasis 
identitas, ideologi, dengan perampasan dan pengingkaran hak atas tanah atau properti. 
Praktik kekerasan yang memberi dampak pada eksklusi warga Tionghoa dalam rumah be-
sar Indonesia ini berlangsung melalui hukum dan kebijakan (regulation), ekspresi 
kekuasaan dalam bentuk kekerasan fisik (force), hingga mempertanyakan terus menerus 
identitas keaslian atau kewarganegaraan mereka sebagai basis pengabsahan (legitimation) 
diskriminasi, sehingga secara politik dan sosial dapat diterima. Diadopsi dari Hall, dkk. 
tentang empat kekuatan eksklusi (power of exclusion) yang memberi dampak tersingkirnya 
manusia dari tanah: power, regulation, market, legitimation (Hall, dkk, 2011). Serangkaian 
diskriminasi yang saling berkait tersebut dapat dilacak sejak masa kolonial, pasca ke-
merdekaan, pasca 1965 dan naiknya rezim kekuasaan Soeharto, bahkan sampai hingga 
saat ini.  
Kekerasan terhadap komunitas Tionghoa pasca 1965 telah menarik sebuah perhatian 
beberapa peneliti. Cribb dan Coppel (2009) melihat bahwa pembunuhan terhadap warga 
Tionghoa lebih didasarkan kepada orientasi politik mereka daripada etnisitasnya, serta 
keberadaan mereka yang banyak di kawasan perkotaan daripada di pedesaan sebagai basis 
kekerasan pasca 1965. Salah satu bagian dalam kajian Purba (2017) menyajikan hal sama 
di Medan; dan kajian mendalam Melvin (2018) tentang kekerasan secara sistematis yang 
dilakukan oleh militer Indonesia di Aceh pasca 1965. Kajian yang berkaitan langsung 
dengan pengusiran warga Tionghoa dan perampasan propertinya dilakukan oleh Tsai dan 
Kammen (2012) dan Tsai (2013) yang mengkaji khusus mengenai penyitaan bangunan 
Sekolah Tionghoa. Kedua kajian ini berlokasi di Medan, Sumatera Utara.  
Kajian-kajian di atas sangat penting dan memberi pijakan bagi artikel saya ini yang 
lebih fokus pada telaah genealogi kekerasan terhadap komunitas Tionghoa yang berakar 
pada hukum kolonial, kekerasan berupa perampasan properti masyarakat Tionghoa pasca 
1965 serta penguasaan dan penggunaannya di beberapa daerah di Indonesia hingga saat 
ini.  
Pada bagian akhir saya akan menyajikan uraian mengenai konsekuensi dari cara 
pandang hubungan saling terkait antara kewarganegaraan dengan tanah/properti terhadap 
upaya rekonsiliasi yang tidak memadai jika hanya berbasis kultural, namun memerlukan 
satu tindakan politik yang bersifat korektif pada satu sisi; dan pada sisi lainnya adalah prak-
tik kewarganegaraan yang ditunjukkan melalui tindakan berkewarganegaraan (the act of 
citizenship) (Djalins, 2015) berbasis hak melampaui identitas kewarganegaraan berbasis 
kultural.  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Isu Kewarganegaraan dan Peran Militer 
Diskriminasi dan kekerasan di Indonesia yang terjadi terhadap petani, penduduk tempatan, 
masyarakat adat, dan warga keturunan Tionghoa selalu berkaitan dengan mempertan-
yakan kembali mereka sebagai penyandang hak, subyek hukum dan tanah atau wila-
yahnya. Genealogi eksklusi itu memiliki akar sejak era kolonial yang menempatkan kewar-
ganegaraan (colonial citizenship) secara ambigu bahkan kontradiktif.  
Pemerintah Hindia Belanda berdasarkan Konstitusi 1854 memiliki kebijakan ter-
hadap kewarganegaraan dengan membagi dua klasifikasi penduduk, yakni penduduk Ero-
pa (dan yang disetarakan sebagai Eropa, gelijkgesteld), dan penduduk pribumi (atau yang 
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disetarakan sebagai pribumi, termasuk China, Arab dan Timur asing lainnya). Kebijakan 
ini direvisi pada tahun 1920 dengan membuat 3 kategori penduduk, yakni Eropa, Timur 
Jauh, dan Pribumi dalam posisi terbawah.  
Pada masa kolonial orang Indo-Eropa -yang secara legal adalah warganegara Bel-
anda- ditolak oleh pemerintah kolonial tatkala menuntut hak atas tanah, suatu hak yang 
saat itu eksklusif bagi pribumi (Djalins, 2015). Demikian pula bagi orang keturunan Arab, 
Cina, India dan masyarakat pribumi itu sendiri.  Berlaku dualisme hukum (bahkan plural-
isme) yang mengatur masalah hak atas tanah. Keragaman hukum ini  disebut dengan 
hukum antar golongan (intergentiel recht), masing-masing kelompok diatur dengan hukum 
yang berbeda-beda sesuai golongannya, “Keseluruhan peraturan dan keputusan hukum 
yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku” (Gautama, 1959: 7).  
Hukum antar golongan ini mencakup termasuk hukum tanah. Terdapat tanah yang 
masuk dalam suasana hukum Eropa (tanah yang terbentuk karena pihak penguasa 
memungkinkan untuk memperolehnya, diatur menurut Ordonansi Balik Nama, Staadblad 
1884/27); ada tanah-tanah adat milik pribumi Indonesia; dan tanah-tanah Tionghoa 
(misalnya, "landerijenbezitrecht”). Tanah Tionghoa ini menurut van Vollenhoven menun-
juk pada kebun-kebun untuk tanaman sayuran (goententuinen) di Aceh dan Sumatera Ti-
mur, kebun-kebun gambir, lada, kelapa dan sagu di Riau, kebun lada di Bangka, ladang 
padi dan bermacam kebun di Kalimantan Barat, dan sawah, kebun kopi dan kelapa di Bali. 
Termasuk tanah usaha orang Tionghoa di atas tanah-tanah partikelir (Gautama, 1959: 9, 
catatan kaki no. 5).  
Faktor tanah sangat menentukan dalam pertalian hubungan antar golongan. Tanah 
menjadi “titik pertalian primer”, misalnya hubungan hukum dua pihak sesama golongan 
Eropa berkaitan dengan tanah pribumi, atau sebaliknya dua orang pribumi berkaitan 
dengan tanah eigendom. Dalam kondisi lain tatkala dua pihak (subyek) yang berperkara 
berlainan golongan, maka yang menjadi acuan hukumnya adalah tanah (obyek) yang di-
perkirakan. Tanah menjadi “titik taut penentu” (Gautama, 1959: 10). 
Pemisahan antar-golongan penduduk di atas berimplikasi pada peraturan khusus 
antargolongan terhadap tanah, yakni larangan pengasingan tanah 
(gronvervreemdingsverbod), yang melarang penjualan tanah orang Indonesia kepada orang 
bukan-Indonesia. Dalam perkembangannya, hukum yang mendua itu dapat menjadi 
pedang dengan ketajaman ganda: pada mulanya bermaksud memudahkan dan melindungi, 
specific laws for specific population groups, namun dalam praktiknya justru mendiskrimi-
nasi.  
Upaya menyelesaikan masalah kewarganegaraan itu terus berlanjut. Mengenai masa-
lah kewarganegaraan ini didasarkan pada uraian Tjhan (Tjhan, 2010). Pada tahun 1910 
Belanda dipaksa oleh situasi perkembangan politik dunia untuk mengeluarkan Wet op de 
Nederlandsch Onderdaanschap (Undang-Undang Warga Belanda). Hal ini dipengaruhi 
perkembangan politik dengan bangkitnya nasionalisme di India, dan di Tiongkok di bawah 
pimpinan dr. Sun Yat Sen yang berhasil menggulingkan kekuasaan Dinasti Qing 
(Manchu). Belanda memberlakukan stelsel pasif dan tidak memberi hak untuk repudiate 
(menolak). Artinya, semua peranakan Tionghoa yang dilahirkan di Indonesia, menjadi 
warga Belanda (Nederlandsch onderdaan) dan tidak memiliki hak menolak. Dengan 
demikian semua orang Tionghoa yang lahir di Indonesia berada dalam jurisdiksi 
pemerintah Belanda (induk). Pemerintah Tiongkok ketika itu protes, sebab dengan pember-
lakuan itu menutup kemungkinan warga Tionghoa di Indonesia tidak bebas berinteraksi 
dengan Tiongkok, termasuk dalam posisi memiliki dwi-kewarganegaraan.  
Pada tahun 1911, “Indische Partij” yang didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Dr. Tjipto 
Mangunkusumo, Douwes Dekker dan Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara), da-
lam kongres pertamanya pada tanggal 25 Desember 1912 mengeluarkan beberapa prinsip 
utama mengenai kewarganegaraan. Kongres menyatakan bahwa warganegara adalah 
semua orang yang dilahirkan di Indonesia (Tjhan, 2010: 36). Rasa tidak puas merata sebab 
masih berlaku Konstitusi 1854 yang membedakan  tiga golongan warganegara tersebut. 
Akhirnya, pada tahun 1936 di Volksraad muncul tuntutan supaya di Indonesia diadakan 
undang-undang kewarganegaraan.  
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Segera setelah Indonesia merdeka, muncul Manifesto Politik pada 1 November 1945, 
yang dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah akan menjadikan semua peranakan Asia 
dan Eropa yang ada di Indonesia sebagai patriot dan warganegara Indonesia dalam waktu 
sesingkat mungkin. Tujuannya adalah agar terciptanya nasionalisme yang kuat di antara 
golongan dalam wadah Indonesia baru.  
Pada tahun 1946 lahir Undang-undang No. 3 tahun 1946 tentang Warga Negara dan 
Penduduk Negara. Undang-undang ini bersandar pada azas Ius Soli dan Stelsel Pasif. Ius 
Soli berarti siapa yang lahir di Indonesia diakui sebagai warganegara Indonesia. Stelsel 
pasif artinya semua yang lahir di Indonesia secara pasif menerima menjadi WNI kecuali 
bila menolak. Undang-undang ini sangat inklusif, asal-usul ras manapun asal lahir di Indo-
nesia akan menjadi warga negara Indonesia.  
Mereka yang disebut warga negara Indonesia selain “orang yang aseli” (pasal 1, hu-
ruf a), adalah termasuk juga “turunan dari seorang dari golongan itu, yang lahir dan ber-
tempat kedudukan dan kediaman di dalam daerah Negara Indonesia, dan orang bukan 
turunan dari golongan termaksud, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman sela-
ma sedikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir di dalam daerah Negara Indonesia, 
yang telah berumur 21 tahun, atau telah kawin, kecuali jika ia menyatakan keberatan men-
jadi Warga Negara Indonesia karena ia adalah warga negara Negeri lain” (pasal 1 huruf b). 
Selain dua klausul di atas, tujuh klausul lain memudahkan seseorang masuk dalam kate-
gori warganegara. Intinya, UU ini sangat inklusif dan memudahkan, memperluas warga-
negara bukan hanya yang pribumi (native) namun juga lainnya yang luas, termasuk warga 
Tionghoa lokal.  
Pada tahun 1953 keluar Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan yang 
ingin membatalkan UU Kewarganegaraan 1946 dan mengubahnya menuju stelsel aktif, 
yakni semua keturunan Tionghoa dianggap asing kecuali menyatakan ingin menjadi WNI 
dengan syarat ia memiliki bukti bahwa ia dan ayahnya lahir di Indonesia. RUU ini 
mendapat tentang keras terutama dari kelompok yang berjuang agar warga Tionghoa 
bukan lagi dianggap warga asing sebagaimana zaman kolonial. Sosok Tionghoa yang ber-
pengaruh di parlemen, Siauw Giok Tjhan menolak RUU tersebut (Djin, 2014: 7).  
Arus politik yang ingin meng-asing-kan WNI keturunan Tionghoa semakin kencang. 
Guna membendung arus itu, warga Tionghoa merasa tidak cukup mengupayakannya di 
jalur parlemen, namun dibutuhkan organisasi massa yang berpengaruh. Pada tahun 1954 
dibentuklah Baperki, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, yang pada 
mulanya sempat muncul nama Baperwatt, Badan Permusyawaratan Warga Negara 
Turunan Tionghoa, namun segera mendapat penolakan (Djin, 2014: 8).  
Sejak awal mula berdiri, Baperki menuntut adanya persamaan hak dan kewajiban 
untuk setiap WNI, terutama di dalam bidang pemilikan tanah, pendidikan, pengembangan 
kebudayaan dan agama, sebagai realisasi Bhinneka Tunggal Ika dan upaya yang memung-
kinkan dipercepatnya kemakmuran, harmoni suku bangsa, dan pengutamaan kepentingan 
bangsa di atas kepentingan perseorangan atau kelompok (Jing, 2000: 46).  
Sejak Indonesia merdeka, masalah kewarganegaraan Tionghoa dan akses atas 
tanah/properti justru berhubungan langsung dengan militer. Adanya peristiwa PRRI/
PERMESTA dan keberhasilan tentara menumpasnya menyebabkan naiknya kewenangan 
penguasa militer di berbagai wilayah Indonesia. Militer berhak mengeluarkan peraturan 
yang dianggap mendukung tugasnya dalam menjamin keamanan (suatu keputusan politik), 
termasuk merasa perlu mengetahui siapa “asing” dan siapa warga-negara Indonesia. Pera-
turan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/014/1958 yang mulai berlaku pada tanggal 
16 April 1958, disusul dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/ Peperpu/ 
032/1958 yang membolehkan negara mengambil-alih benda-benda tidak bergerak dari war-
ga negara golongan asing. 
Kecenderungan meng-“asingkan” keturunan Tionghoa dari warganegara Indonesia 
ini menguat dengan lahirnya Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganega-
raan menggantikan UU Kewarganegaraan 1946. Undang-undang ini mempersulit kembali 
warga Tionghoa menjadi warganegara Indonesia, sebab ia berstelsel aktif; mengandung 
persyaratan pembuktian bagi generasi kedua bahwa ayahnya lahir di Indonesia; dan opsi 
tidak penuh dengan adanya kemungkinan ditolak tatkala memilih warganegara Indonesia 
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sebab alasan keamanan. Alasan terakhir ini dinilai bermuatan politik sebab tidak didasar-
kan pada alasan hukum/hak asasi (Tjhan, 2010: 323). 
Peraturan Presiden No. 10 tahun 1959 tentang larangan usaha kecil Tionghoa di 
kecamatan dan desa turut menyebabkan naiknya kembali sentimen anti-Tionghoa. Di-
perkirakan lebih dari 100.000 warga Tionghoa diusir dan pergi dari desa-desa, hingga men-
jadi eksodus ke negara China (Melvin, 2018: 249; Tjhan, 2010; Setiono, 2003). Tjhan 
menganggap ganjil kebijakan bisa terjadi di Sukabumi, kota kecil di ujung Jawa Barat. Ia 
memperkirakan hal itu disebabkan pengaruh DI/TII serta NU dan PSII yang mendukung 
kebijakan tersebut, serta faktor pemilik tanah luas yang akan mengkonsolidasikan modaln-
ya dengan cara berdagang dan akan merasa mendapat rintangan berhadapan dengan peda-
gang Tionghoa yang sudah lama tinggal di desa-desa (Tjhan 2010: 294-296). Rumah, toko, 
dan tanah milik warga Tionghoa dikuasai penduduk atau dibiarkan terlantar. Pada tahun-
tahun berikutnya, diskriminasi itu terus berlangsung. Muncul Instruksi Deputi Penguasa 
Perang Tertinggi Nomor I/D/02/PEPERTI tahun 1963 tentang benda tidak bergerak yang 
dianggap vital yang digunakan untuk kepentingan Negara. Di sisi lain, kebijakan kewarga-
negaraan dari perspektif warga Tionghoa secara singkat digambarkan terbelah dalam dua 
kelompok: kubu integrasi yang dipelopori oleh Baperki (didukung oleh Soekarno dan ke-
lompok kiri), dan kubu asimilasi yang dipelopori oleh LPKB atau Lembaga Pembinaan 
Kesatuan Bangsa (didukung oleh militer dan kelompok kanan) (Coppel 2000; Heidhues 
2000, dll).  
Pengambil-alihan oleh militer itu sebenarnya lahir dalam konteks pengamanan aset 
agar tidak jatuh ke tangan pemberontak, sebagaimana dijelaskan di atas. Akan tetapi 
pengamanan itu berlanjut dalam bentuk penguasaan militer bahkan hingga saat ini. Selain 
itu, beberapa elite Indonesia yang ada di dalam parlemen, pemerintahan dan militer me-
mang memiliki sentimen terhadap Tionghoa, sehingga mewarnai beberapa kebijakan dan 
tindakan yang cenderung anti-Tionghoa. 
Transformasi Kelas di Tengah Diskriminasi Ras 
Hukum Tanah Nasional yakni Undang-undang Pokok Agraria 1960 lahir setelah me-
lalui proses yang sangat panjang, 14 tahun sejak Indonesia merdeka. Undang-undang ini 
memiliki tujuan sebagai dasar mewujudkan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum 
pertanahan. Pada satu sisi, lahirnya undang-undang ini dilatarbelakangi oleh hukum agrar-
ia antar golongan pada masa kolonial yang pelik tersebut. Undang-undang memuat ke-
tentuan mengenai hak barat dan hak adat yang dikonversi menjadi hak atas tanah yang 
lebih sederhana.  
Hal prinsipil lain adalah kepastian hak-hak atas tanah rakyat Indonesia. Dalam pasal 
11 (2) UUPA 1960 dinyatakan “Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan 
hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasion-
al diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang 
ekonomis lemah” (penekanan ditambahkan). Pasal ini memuat prinsip perlindungan kepa-
da golongan yang ekonomis lemah terhadap yang kuat. Golongan yang ekonomis lemah 
itu bisa warganegara asli maupun keturunan asing. Demikian pula sebaliknya (Memori 
penjelasan pasal 11).  
Secara formal hukum agraria ini tidak berbasis ras atau etnisitas (menuju asas kesatu-
an dan kesederhanaan hukum), namun menekankan pada perlindungan kepentingan go-
longan ekonomi lemah (bentuk dari asas keadilan dan kepastian hukum), apapun latar 
belakang identitas kulturalnya. Siapapun mereka yang memiliki tanah berlebih (kelas kuat) 
akan terkena kebijakan agraria yang kemudian diatur melalui program land reform atau 
reforma agraria.   
Akan tetapi pada sisi yang lain, secara sosial dan ekonomi pemahaman mengenai 
warganegara dan perlakuan terhadap masyarakat Tionghoa ada di dalam situasi yang ber-
sifat diskriminatif sebagaimana dijelaskan. UUPA 1960 Pasal 9 (1) menyatakan “Hanya 
warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air 
dan ruang angkasa...” (penekanan ditambahkan). Klausul ini menjadi sumir artinya di da-
lam konteks dan situasi semacam itu.   
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Di dalam praktiknya, tatkala warga Tionghoa tidak/belum sepenuhnya me-
nyelesaikan masalah kewarganegaraannya melalui proses yang rumit sebagaimana diatur 
oleh Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tersebut, maka hanya warga-negara Indonesia 
yang memiliki kewarga-negaraan tunggal lah yang dapat memiliki tanah dengan “hak 
milik”. Dampaknya meluas termasuk pada perubahan “hak eigendom” yang telah dipu-
nyai oleh warga Tionghoa, yang semestinya dikonversi menjadi “hak milik”, dialihkan 
menjadi “hak guna bangunan”. Ini terjadi pada gedung-gedung milik Hoakiao yang da-
hulunya diperoleh dari hak barat yang ada di kota-kota (Tjhan, 2010: 331).  
Dengan demikian UUPA 1960 yang memiliki visi transformatif terhadap kondisi 
struktural kelas kepemilikan tanah (dan mengenyampingkan polemik kewarganegaraan 
yang ada), dilaksanakan di tengah persoalan kewarganegaraan yang belum selesai bahkan 
cenderung diskriminatif berbasis rasial tersebut. Sampai di sini, telah tampak adanya 
kekerasan terhadap masyarakat Tionghoa dalam bentuk regulasi,  kekuatan/kekuasaan, 
dan legitimasi.  
Perampasan Properti Pasca 1965 
Kekerasan terhadap masyarakat disertai perampasan properti warga Tionghoa berpuncak 
pada tragedi 1965. Pasca-1965 penguasa pemerintahan saat dikendalikan oleh militer, 
keluar radiogram berisi Instruksi Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi Nomor T. T-
0403/G-5/5/66 yang memerintahkan Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah 
(PEPELRADA) untuk menguasai tanah dan bangunan-bangunan milik Cina yang diang-
gap mendukung pemberontakan G 30/S yang diidentikkan dilakukan oleh PKI. Komuni-
tas masyarakat Tionghoa yang beragam  dengan berbagai afiliasi politik dan ideologi mau-
pun justru yang apolitis, di berbagai daerah diusir dan dirampas propertinya. Melvin (2018: 
247, 250) menunjukkan bahwa polarisasi politik komunitas Tionghoa di Indonesia adalah 
dampak dari Perang Dingin yang terjadi. Di daerah Aceh pengelompokan itu tampak anta-
ra mereka yang berorientasi pada blok Timur, memiliki hubungan dengan Beijing dan 
mendukung politik komunis China (pro Kunchantang, Partai Komunis China); dan mere-
ka yang mendukung blok Barat dan setuju dengan lahirnya negara Taiwan bentukan 
Amerika (pro Kuomintang, Partai Nasionalis China). Di luar ini sebagian besar bersifat 
apolitis. 
Sementara itu hal sama terjadi di pedalaman/pedesaan dengan instruksi Menteri 
Agraria R. Hermanses SH. Pada tanggal 17 Februari 1966 memerintahkan agar tanah hasil 
redistribusi yang ditinggalkan oleh penerimanya karena "epilog Gestapu", dikuasai oleh 
Panitia (negara) atas nama Menteri Agraria. Sampai dengan saat ini kondisinya sama, baik 
tanah di pedesaan maupun di perkotaan tersebut tetap dikuasai oleh negara dan telah 
digunakan untuk berbagai kepentingan. 
Selanjutnya Pj. Presiden Jenderal Soeharto pada tahun 1967 mengeluarkan Kepu-
tusan Presiden Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1967 Tentang Kebijaksanaan Pokok 
yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing. Keppres yang ditandatan-
gani tanggal 6 Desember 1967 ini memuat keputusan penting tentang pembinaan terhadap 
warga Tionghoa yang dijalankan dengan cara asimilasi, dengan tujuan mencegah ter-
jadinya kehidupan eksklusif rasial. Warga yang masih menggunakan nama Cina dianjur-
kan diubah namanya dengan nama Indonesia.  
Kekuatan Keppres itu sangat besar. Disusul kebijakan mengenai pengaturan tentang 
agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina (kebijakan bersama Menteri Agama, Menteri 
Dalam Negeri, Jaksa Agung); disertai pelarangan/pembubaran organisasi Cina; dan pem-
binaan organisasi sosial dan swadaya masyarakat, dan sebagainya. Bangunan-bangunan 
organisasi sosial, yayasan pendidikan, rumah perabuan, bahkan milik pribadi masyarakat 
Tionghoa dirusak massa atau dirampas dan diambil alih oleh negara. Tanah dan bangunan 
itulah yang kemudian diinventarisir menjadi aset kekayaan negara yang diatur dalam ke-
tentuan mengenai Aset Bekas Milik Asing/Cina atau sering disingkat menjadi ABMA/C.  
Kondisi tanah dan bangunan itu bermacam-macam. Ada yang dikuasai dan ditingga-
li oleh perseorangan, kantor militer, kediaman anggota TNI, lembaga pendidikan, kantor 
pemerintah, pusat perbelanjaan mewah, dan sebagainya. Hal itu berjalan bertahun-tahun 
Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya,  Vol. 14, No. 2, 2019.  
95 
pasca 1965 hingga saat ini. Diambil-alihnya aset-aset milik masyarakat Tionghoa tersebut 
menjadi aset negara berlangsung melalui proses yang tidak wajar, sepihak, tanpa 
persetujuan pemilik semula. Proses peralihan itu semata-mata karena pertimbangan politik, 
dilakukan di luar prosedur peradilan. Secara normatif penghapusan hak atas tanah dil-
akukan melalui prosedur peradilan.  
Oleh karena itulah, meskipun dimasukkan dalam daftar aset negara, dalam banyak 
kasus, aset tersebut dapat dikeluarkan sertifikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional. 
Pasca rezim Soeharto, muncullah gugatan terhadap status sertifikat tersebut maupun atas 
penguasaannya oleh berbagai pihak. Gugatan tersebut muncul sampai saat ini. 
Aspek Ekonomi dalam Penyitaan Aset 
Tsai (2013) terhadap kasus di Medan menjelaskan bahwa pengambil-alihan atau penyitaan 
itu tidak serta merta menjadi aset negara. Pada mulanya adalah adalah “dikuasi”, bukan 
“dimiliki” oleh instansi militer dengan segenap “kewenangannya”. Otoritas lokal militer 
melarang warga Tionghoa memilikinya lagi. Pemilik Tionghoa dapat mengakses kembali 
tanah-bangunan itu secara “transaksional”, yakni membayar dengan harga yang tinggi 
kepada mereka. Hal ini berlangsung bertahun-tahun.  
Tatkala terjadi reklaim terhadap aset tersebut, pada gilirannya pemerintah tidak me-
nyelesaikan secara hukum  kasus demi kasus gugatan, namun men-sentralisasinya di 
bawah kebijakan Penyelesaian Masalah Aset Bekas Milik Tionghoa tersebut. Prosesnya 
secara berangsur dimulai dengan keluarnya Instruksi Kopkamtib tahun 1979 yang 
melarang sirkulasi aset tersebut. Di bawah koordinasi Departemen Dalam Negeri, dibentuk 
Tim Interdep tahun 1988 yang menyatakan bahwa aset tersebut dikembalikan menjadi 
“status quo” (yakni menjadi aset negara), mengikuti ketentuan UU Darurat Militer 1958; 
dan bukan dengan undang-undang sipil mengenai hak milik atas properti. Meski dinya-
takan demikian, kontrol oleh militer tidak lepas. Pada era akhir 1980-an tersebut, seiring 
dengan “booming minyak” yang mendorong pembangunan industrial di berbagai kota, 
sentra perbelanjaan tumbuh di berbagai daerah dengan gedung-gedungnya yang dibangun 
dari bekas milik Tionghoa. Ekonomi transaksional terjadi terhadap peralihan penggunaan 
dan pemilikan properti tersebut.  
Dokumen dalam “Buku Merah Putih” 
Pada tanggal 18 November 1996 di BKMC-BAKIN (Badan Koordinasi Masalah Cina-
Badan Koordinasi Intelijen Indonesia) dilaksanakan rapat antar-departemen untuk memu-
tuskan masalah-masalah Tionghoa, terutama di tengah situasi yang mulai memanas di 
ujung kekuasaan Presiden Soeharto saat itu.  
Pada tahun 1997 muncul kumpulan dokumen yang bersifat rahasia perkembangan 
dari hasil pertemuan di BKMC-BAKIN tersebut. Kumpulan dokumen itu dijilid menjadi 
buku dan dikenal sebagai “Buku Merah Putih”, yang aslinya  berjudul Petunjuk Pe-
nanganan Masalah Organisasi Eklusif Rasial Rasial (PPMOERR). Bundel dokumen ini 
dihimpun oleh Tim Interdep Penyelesaian Masalah Aset Bekas Milik Asing / Cina 
(Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara 1997).  
Sebagaimana dinyatakan dalam surat resmi di dokumen itu, berbagai instansi 
pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Menteri Keuangan mengeluarkan ke-
bijakan perubahan terhadap Surat Menteri Keuangan Nomor S-394/MK.03/1989 tanggal 
12 April 1989 yang memuat ketentuan "Mengusahakan penetapan Pengadilan Negeri 
setempat tentang ketidakhadiran Subyek Hak terdahulu (afwezigheid verklaring)." Artinya, 
penyitaan properti yang dilakukan oleh negara didahului dengan penetapan pernyataan 
ketidakhadiran subyek. Proses pengadilan ada pada penetapan Inabsensia tersebut. Peru-
bahannya dengan Surat Menteri Keuangan Nomor s-928/A/51/0397 tanggal 4 Maret 
1997,  yang menyatakan bahwa ketidakhadiran subyek hak terdahulu itu bisa dilakukan 
"tanpa penetapan pengadilan negeri".  
Jaksa Agung mengeluarkan Surat Nomor R-067/D/Op/10/1997 yang menyatakan 
bahwa guna mencegah organisasi eksklusif rasial maka dilarang untuk memberikan legali-
2 
Persatuan profesor dan pelajar yang meneliti mengenai konstitusi  
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tas dan pelayanan terhadap organisasi eksklusif rasial. Hal sama dilakukan oleh Badan Per-
tanahan Nasional; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; Departemen Agama; Depar-
temen Kehakiman; yang pada intinya melarang memberikan pelayanan terhadap organ-
isasi eksklusif rasial, mengidentifikasi, membuat pengamatan dan pengawasan.  
Bagian III kumpulan dokumen tersebut berjudul “Daftar Organisasi Eksklusif Ra-
sial” yang berisi lebih dari 1500 (dalam hitungan kasar) daftar lokasi tanah dan bangunan 
milik Tionghoa yang diambil alih pasca tragedi 1965 di semua propinsi di Indonesia.  
Berbasis Etnisitas, bukan Ideologi 
Dalam wacana sejarah kekerasan pasca 1965, etnisitas adalah salah satu faktor pembunu-
han, selain faktor dominan berupa ideologi dan hal-hal individual lain yang diideologisasi. 
Akibatnya, pembunuhan dan perampasan aset menarget mereka secara lintas kelompok 
politik. Masyarakat Tionghoa sebagai kelompok rentan menjadi sasaran utama kekerasan 
berbasis etnisitas ini (Jess Melvin, 2013: 2017).  
Telaah terhadap daftar pengambil-alihan properti tersebut, saya cenderung berargu-
men bahwa perampasan tersebut tidak hanya yang berasal dari organisasi kiri (berbasis ide-
ologi dan keloompok politik), misalnya Baperki yang sering diasosiasikan kepada Partai 
Komunis Indonesia. Akan tetapi menarget semua properti  yang dimiliki perseorangan 
atau lembaga Tionghoa ideologinya.  
Tabel dalam dokumen di atas berisikan nama organisasi dan tahun berdirinya, ala-
mat organisasi tersebut dan lokasi aset organisasi yang diambil alih, serta keterangan ten-
tang penguasaan dan penggunaannya saat ini. Dalam hitungan kasar jumlah terbanyak 
aset yang diambil alih berada di Sumatera Utara (253 lokasi), Kalimantan Barat (220), Ja-
wa Barat (184), DKI Jakarta (183), Jawa Timur (140), Sumatera Selatan (92) dan Sulawesi 
Selatan (60). Propinsi-propinsi tersebut merupakan daerah dengan populasi masyarakat 
Tionghoa terbanyak dibanding propinsi lain. Dan sebaliknya di propinsi dengan penduduk 
Tionghoa rendah, daftar penyitaan aset juga lebih rendah, seperti Papua (3), Bengkulu (6), 
Nusa Tenggara Timur (7). Propinsi Sulawesi Utara adalah perkecualian dengan jumlah 
daftar penyitaan aset yang relatif kecil (17).  
Sebagai contoh di Sumatera Utara aset yang paling banyak disita justru berasal dari 
pendidikan (seperti Chung Hwa School yang banyak berdiri tahun 1958, Hwa Kiaw 
School), organisasi sosial (seperti Rumah Sosial Hang Kang Kong Hwe,  Lian Teng So-
cieteit), musik dan sport (Lie Mong Seh, Lan Hwa Sporting Club), sosial-kesehatan (Mei 
Jin Keng Ko Cu Sian Kie Kiem Hwee, Yayasan Dana Sosial Bank Mata untuk orang buta, 
Gabungan Ahli Gigi Tionghoa Perantauan Sumatera), kekerabatan sekampung (Lui Tjioe 
Kong So), dll. 
   Bahkan juga terdapat aset bekas milik STTI, Serikat Tani Tionghoa Indonesia “Lo 
Hin Hwee” di Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, yang diambil alih dan saat ini dikuasai 
Kodim. Juga terdapat perkumpulan persembahyangan, komunitas klenteng, perkumpulan 
perabuan dan pemeliharaan pekuburan dan sebagainya.  
Pengaturan lebih lanjut 
Muncul permasalahan yang kompleks terhadap ABMA/C. Terdapat tumbang-tindih 
hubungan hukum terhadap aset-properti tersebut. Dalam praktiknya tindakan terhadap 
aset tersebut dapat berupa (1) dikuasai oleh mereka yang dalam istilah administratif disebut 
dengan "pihak ketiga" (sebagaimana dijelaskan dalam peralihan penguasaan dan 
penggunaan di atas); (2) beralih dari satu pihak ke pihak lain dengan cara diperjual-belikan; 
(3) diterbitkan sertifikat hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional/BPN. 
Kepemilikan lainnya adalah dari aspek legal. Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh 
BPN berlandaskan asas negatif yang bertendensi positif. Artinya, status hukum ABMA/C 
yang sudah dimiliki oleh pihak ketiga dan bersertifikat BPN tersebut bisa beralih 
kepemilikannya menjadi milik pihak lain. Hal ini dapat dijumpai dari beberapa kasus yang 
ada di Sumatera Utara (Tarigan, 2015). Secara singkat dapat dinyatakan bahwa pihak per-
tama (pemilik Tionghoa) kalah dalam mengklaim kembali tanah miliknya berhadapan 
dengan pihak kedua (pemerintah) atau pihak ketiga (yang telah diberikan hak oleh pihak 
kedua).  
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Menyikapi berbagai gugatan hukum tersebut, maka pemerintah pada tahun 2011 te-
lah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 154/PMK.06/2011 
Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa junto Peraturan Menteri Keu-
angan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.06/2015 Tentang Penyelesaian Aset Bekas 
Milik Asing/Tionghoa (ada perubahan istilah, dari Cina menjadi Tionghoa). Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara memerintahkan para pelaksananya di berbagai daerah untuk 
menjadi “pemburu dalam tuntaskan aset” Bekas Milik Asing/Tionghoa. Aset-aset tersebut 
telah dinyatakan sebagai kekayaan negara yang masuk dalam kategori Kekayaan Negara 
Lain-Lain (KNL). Aset-aset yang telah lama dikuasai oleh negara tersebut harus segera 
diselesaikan dan dapat dihidupkan sebab kondisinya dinilai idle sehingga tidak optimal da-
lam memberi pemasukan pada negara (Dwinanto, 2016).  
Dalam ketentuan Permenkeu Nomor 31/PMK.06/2015 tersebut (Pasal 11), perali-
han ABMA/T (1) diutamakan untuk tempat penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan; 
(2) pihak ketiga setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri ber-
dasarkan permohonan yang diajukan; (3) disertifikatkan atas nama pemerintah (pusat/
daerah/ kabupaten/kota). Peralihan hak kepada pihak ketiga dengan ketentuan membayar 
kompensasi atau ganti rugi kepada negara, sebagai bagian dari ketentuan pelepasan aset 
negara. Pihak ketiga yang dimaksud mereka “yang menempati/menghuni/ menggunakan 
ABMA/T secara terus menerus paling singkat selama 5 (lima) tahun dan bukan merupa-
kan reinkarnasi/ penerus/ onderbouw dari organisasi/ perkumpulan/ yayasan terlarang/ 
eksklusif rasial” (Pasal 20 [2]). Intinya, komunitas Tionghoa tidak dapat memilikinya kem-
bali sebab dari awal telah dinyatakan bagian dari organisasi terlarang dan sejak pen-
gusirannya tidak lagi menempati/ menguasai aset/ properti tersebut. Justru pihak ketiga 
dapat memilikinya baik untuk kegiatan komersial, rumah tinggal, kegiatan sosial,  kegiatan 
pendidikan, dan kegiatan peribadatan (Pasal 19 [a]), dan klausul khusus untuk penggunaan 
PNS/TNI/Polri baik yang masih aktif maupun pensiun dengan berdasarkan surat kepu-
tusan dari instansinya (Pasal 19 [b]). Berbagai ketentuan tersebut menutup peluang 
masyarakat Tionghoa mengaksesnya kembali.   
Aturan di atas merevisi aturan sebelumnya, Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 188/PMK.06/2008 yang mengandung ketentuan penyelesaian aset Pasal 
8 ayat (1) dimungkinkan dengan cara (huruf f) dikembalikan kepada pemilik perorangan 
yang sah; atau (huruf g) dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/ Cina.  
Gugatan Hukum Pasca 1997 
Beberapa kasus gugatan hukum (dipilih secara acak) disajikan di sini untuk menunjukkan 
eksistensi aset-aset tersebut dan kondisinya saat ini. Gugatan tersebut banyak muncul pasca 
rezim Soeharto, suatu era yang melahirkan optimisme akan tuntutan penegakan hak asasi 
manusia dan terciptanya keterbukaan dan demokrasi di Indonesia. 
Sejumlah contoh Putusan Mahkamah Agung tentang hal ini misalnya Putusan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor 1929 K/Pdt/2011 tentang ABMA/T di 
Pematang Siantar (gugatan ditolak); Nomor 22/ PDT.G/ 2008 / PN.BJN di Bojonegoro, 
Jawa Timur (gugatan diterima); Nomor 46 PK/TUN/2017 di Semarang, Jawa Tengah  
(gugatan ditolak); Nomor 81/Pdt.G/2011/PN.JBI di Kota Jambi (gugatan diterima sebagi-
an); Nomor 88/G/2013/PTUN-JKT di Kabupaten Gowa (gugatan ditolak).  
Sedangkan, beberapa hal yang menentukan diterima/ tidaknya gugatan tersebut 
secara singkat diringkas dalam tabel berikut:  
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Tabel 1. Gugatan Hukum 
No. Lokasi kasus Tindakan hukum penggugat Putusan Pertimbangan hukum yang menonjol 
  Pematang 
Siantar 
(2011) 
Menuntut aset yang dikuasi 
pemerintah 
Telah membayar sekitar Rp. 1,5 
milyar kepada negara 
(Menteri Keuangan) 
Gugatan 
ditolak 
Penggugat membuat surat palsu pinjam pakai 
SR Yu Tjai dan Perkumpulan Hok Kian Hwee 
yang merupakan bekas pemilik aset adalah 
termasuk organisasi terlarang sebagaimana 
dalam daftar PPMOERR 
  
  Semarang 
(2017) 
Gugatan ditolak Perkumpulan Hok Bie sebagai Tanah Makam 
Keluarga adalah termasuk organisasi 
terlarang sebagaimana dalam daftar 
PPMOERR 
  Gowa 
(2013) 
Gugatan ditolak Organisasi Hoa Tjiao Kung Hwa adalah 
termasuk organisasi eksklusif rasial 
sebagaimana dalam daftar PPMOERR 
  Kota Jambi 
(2011) 
Gugatan diterima Berdasarkan temuan baru melalui Surat 
Keterangan LP2KB-BIN No. T-12/
LP2KB/VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010 
dinyatakan bahwa Perkumpulan Suku 
Tjiong Siok Hwee Kuan bukan organisasi 
terlarang sehingga asetnya  tidak dapat 
ditetapkan sebagai ABMA/C 
  Bojonegoro 
(2008) 
Gugatan diterima sebagian 
Menolak eksepsi Tergugat I-III 
Tanah dan bangunan sengketa adalah sah 
milik Penggugat 
Pihak ketiga yang menguasai diperintahkan 
mengosongkan tanah dan bangunan dan 
menyerahkan tanpa syarat kepada 
penggugat 
  
Yayasan Toa Pek Kong/Stichting Toa Pek 
Kong yang merupakan bekas pemilik aset 
adalah termasuk organisasi terlarang 
sebagaimana dalam daftar PPMOERR 
Namun telah terjadi perubahan AD/ART 
yayasan sehingga menjadi badan hukum 
oleh warganegara Indonesia 
Mengajukan bukti P1-P19 yang dinilai 
meyakinkan Majelis Hakim 
Keputusan “penguasaan” oleh militer terhadap 
aset tidak dengan sendirinya menjadikan 
aset tersebut “milik” negara; penguasaan itu 
dalam pengertian pengawasan dst. 
Penghapusan organisasi tidak dengan 
sendirinya menghapus hak milik atas 
tanah/properti 
Negara melakukan penguasaan sebagai fungsi 
“hak menguasai negara” tidak untuk 
kepentingan umum namun justru dialihkan 
kepada swasta dengan mengabaikan hak 
pemilik semula 
Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya,  Vol. 14, No. 2, 2019.  
99 
Dari beberapa contoh kasus yang sudah diputuskan dengan kekuatan hukum 
tetap (inkracht van gewijsde) oleh Mahkamah Agung di atas, bunyi putusan adalah menolak 
pihak penggugat (komunitas Tionghoa). Jika kita periksa, aspek yang paling menentukan 
adalah karena organisasi pemegang hak semula telah dinyatakan sebagai organisasi 
terlarang, sehingga aset dikuasai oleh negara. Majelis hakim tidak beranjak lebih jauh 
daripada itu.  
Namun, beberapa putusan memenangkan penggugat. Dalam kasus di 
Bojonegoro, benar bahwa organisasi pihak penggugat adalah masuk dalam PPMOERR, 
namun ditemukan bukti baru bahwa badan hukum penggugat telah mengalami 
perubahan. Hal ini juga sama dalam kasus di Jambi, adanya Surat Keterangan LP2KB-
BIN bahwa yayasan Tionghoa penggugat bukan termasuk organisasi terlarang. Pada titik 
ini, dasar pijakannya masih sama, yakni masuk-tidaknya organisasi penggugat dalam 
daftar organisasi terlarang.  
Pada kasus Bojonegoro, majelis hakim memiliki perspektif lebih jauh dengan 
melihat bahwa penghapusan organisasi Tionghoa tidak dengan sendirinya menghapus 
hak milik atas tanah/ properti pada pemilik semula, meskipun ia dinyatakan sebagai 
organisasi terlarang. Negara melalui otoritas lokal militer melakukan penguasaan aset-
properti dalam rangka melaksanakan fungsi “hak menguasai negara” dan bukan 
“memiliki”. Penguasaan oleh negara itu diperuntukkan bagi kepentingan umum, 
sehingga peralihan kepada pihak yang tidak tepat (swasta) dengan mengabaikan hak milik 
pihak pertama dinilai sebagai bentuk tindakan melawan hukum. Dua contoh kasus di atas 
dengan Putusan Mahkamah Agung yang memenangkan pihak penggugat, dimungkinkan 
karena masih dalam rentang waktu 2008-2011 yang membuka peluang dikembalikannya 
aset-properti kepada pemilik perorangan yang sah atau dikeluarkan dari daftar Aset Bekas 
Milik Asing/ Cina, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 188/PMK.06/2008.  
Pasca Permenkeu Nomor 31/PMK.06/2015 agaknya memang terjadi percepatan 
penyelesaian aset. Di Kalimantan Barat, wilayah dengan penyitaan properti terbanyak 
kedua setelah Sumatera Utara, dilaporkan bahwa pada tahun 2017 telah diselesaikan 64 
objek (42 %) dari total 159 aset yang ada (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2017).  
Angka 159 ini lebih rendah dari yang disebut dokumen PPMOERR (220 aset). 
Percepatan penyelesaian aset tersebut juga memiliki tujuan administratif predikat zero 
outstanding, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan pemeriksa Keuangan. 
Dilaksanakan penyerahan sertifikat dari BPN serta Surat Keputusan Menteri Keuangan 
mengenai  Pemantapan Status Hukum ABMA/T kepada Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Barat. 
Selain pemerintah daerah, pihak penerima lainnya adalah Kodam XII/
Tanjungpura yang telah dalam waktu lama “mengamankan agar jangan sampai pihak 
asing mengambil alih” (Tribunnews, 2018). Sekedar contoh, aset yang diberikan adalah 
tanah dan bangunan yang semula milik Yayasan Sekolah Nan Hwa; bangunan kosong 
dan tanah 5.140 M di Jalan Stasiun, Kelurahan Pasiran Kota Singkawang; tanah seluas 
21.716 M² di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bansir Laut, Pontianak; tanah seluas 1.023,5 
M² di Desa Pulau tayan Utara, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Di dalam 
penerbitan sertifikat tersebut Badan Pertanahan Nasional (BPN) berpijak pada 
Permenkeu di atas.  
Kesimpulan 
Artikel ini berargumen bahwa perampasan properti adalah bagian dari crimes against 
humanity sebab hilangnya tanah-bangunan sebagai ruang hidup berimplikasi pada keluar 
dan berpindahnya orang sehingga mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan mereka.  
Bagi warga Tionghoa perjuangan terhadap hak atas tanah memiliki makna 
perjuangan terhadap kewarganegaraan (citizenship). Dalam kasus tanah para petani, pada 
skala global melalui kampanye dan negosiasi trans-nasional dalam memperjuangkannya 
itu, terbentuk suatu kewarganegaraan global (global citizenship) (Borras dan Franco, 2009). 
Oleh karena itu tatkala negara melakukan kebijakan pengakuan terhadap sang subyek 
yang mengalami kekerasan kemanusiaan (crimes against humanity) ia memiliki implikasi 
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pada pemulihan atas hak-haknya (restitusi), termasuk hak keperdataan berupa tanah dan 
properti. Hasil pengadilan rakyat di Den Haag (IPT 2015) tidak memasukkan mengenai 
masalah properti ini di dalam rekomendasinya (Klinken, 2017). 
Dalam diskursus rekonsiliasi, kekerasan yang dilakukan oleh aktor negara (dan orang 
per-orang dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara yang mampu menggerakkan aktor-
aktor non-negara) maka upaya pemulihannya dimulai dengan pengungkapan kebenaran 
(inkuiri), pengembalian hak korban (restitusi, rehabilitasi), dan rekonsiliasi. Atau, dalam 
perspektif agraria, menuju tata kelola pertanahan demokratis (democratic land governance) 
yang dicirikan di antaranya dengan adanya transfer tanah berbasis kekuasaan politik dan 
sadar sejarah sehingga memberi koreksi pada kesalahan yang terjadi di masa lalu (Borras 
dan Franco, 2008).  
Pengakuan terhadap kewarganegaraan seseorang (menjadi Indonesia) dengan 
demikian bukan semata-mata pengakuan formal (formal citizenship) namun tindakan 
pewarganegaraan yang lebih substantif (substantive citizenship), yakni tindakan untuk 
mengklaim atau mengakses serangkaian hak dari negara. Meminjam perspektif Engin Isin 
(dalam Djalins, 2015: 230), “menyetujui makna kewarganegaraan semacam ini, berarti 
secara implisit menerima bahwa menjadi warganegara artinya adalah untuk bisa membuat 
klaim pada keadilan...”. 
Meskipun kewarganegaraan kolonial sudah tidak ada lagi dan digantikan dengan 
kewarganegaraan modern, akan tetapi komunitas Tionghoa, yang secara formal telah 
dinyatakan sebagai warganegara Indonesia, masih kesulitan mengakses kembali hak atas 
tanah/ properti milik mereka yang dirampas/ disita. Tindakan mengakses kembali inilah 
bentuk dari the act of citizenship, tindakan berkewarganegaraan dengan kesempatan dan 
kemampuan untuk mengakses keadilan berupa hak atas tanah/ properti.  
Penguasaan negara atas tanah/ properti ditafsirkan secara lebih jauh berupa 
pemilikan dan penguasaan terus-menerus oleh instansi militer dan pemerintah (by force); 
oleh pasar (market) melalui transaksi jual-beli dan sewa-menyewa “kuasi-legal”, dan oleh 
tindakan hukum (regulation) yang menutup peluang komunitas Tionghoa mengakses 
kembali aset-properti mereka. Pengadilan sebagai institusi hukum dalam praktiknya masih 
banyak bersandar pada kebijakan masa lalu yang dihasilkan dari putusan politik yang 
ideologis/ sektarian.  
 Rekonsiliasi atas kekerasan yang bersifat politik tidak bisa diserahkan kepada pihak-
pihak baik yang bersifat individual dan yang komunal dengan pendekatan kultural; namun 
perlu terlebih dahulu rekonsiliasi bersifat politik dengan melakukan koreksi mendasar 
terhadap berbagai kebijakan negara di masa lalu yang memberi dampak ketidakadilan 
korban pada masa kini.  
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